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ABSTRAK 

Letak suatu aset atau barang di suatu daearah, menandakan aset atau barang itu 

adalah milik dari daerah tersebut sehingga daerah itulah yang mengelola dan ber-

hak atas aset tersebut. Namun aset atau barang  tersebut berada di suatu daerah 

yang bukan wilayah hukumnya sehingga siapa yang berhak mengelola aset atau 

barang tersebut. Pengaturan tentang  barang milik daerah diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedo-

man Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah Pe-

ran, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman dalam pengelolaan aset? (2)Apakah Kendala-Kendala Badan Pengelo-

laan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset di 

Kota Pariaman? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

Yuridis Sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer 

dan Data Sekunder, teknik yang digunakan adalah studi dokumen dan wawanca-

ra,dari penelitian tersebut disimpulkan, 1. Peran, Tugas dan fungsi Badan Penge-

lolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset di 

atur dalam peraturan bupati Padang Pariaman nomor 68 tahun 2016, 2. Kendala-

kendala yang dihadapi Badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Padang 

Pariaman dalam pengelolaan aset di Kota Pariaman yaitu biaya yang terbatas da-

lam pngelolaan dan pemeliharaanya dan jauhnya jarak untuk memantau langsung 

aset-aset yang berada di Kota Pariaman . 

 

Kata Kunci :  Badan Pengelolaan Keuangan Daearah, Aset Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

E. LatarBelakang 

Pada tahun 1998 adalah pergantian era Reformasi dari Orde Baru,salah 

satu bentuk reformasi  yang terjadi di Indonesia adalah  reformasi pemerintahan 

yang ditandai dengan pemberian otonomi daerah yang luas di Indonesia.Otonomi 

daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
1
 

Dari pengertian otonomi daerah tersebut dapat diartikan daerah memiliki 

kewenangan yang besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur 

tangan pemerintah pusat.Pemberlakuan otonomi daerah dimulai pada tahun 1999 

dengan dikeluarkannya ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 

tentang “Penyelenggaraan Otonomi daerah  Pembagian, Pengaturan, serta 

Pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan 

keuangan pusat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tap MPR 

ini merupakan landasan hukum dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 

1999 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Berlakunya Undang-undang No.22 tahun 1999 merupakan langkah awal 

pelaksanaan otonomi daerah.Undang-Undang No.22 tahun 1999 disebutkan 

bahwa pembangunan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan 

                                                           
1
Indra Bastian, 2006,Akuntansi Sektor Publik : Suatu pengantar, Yogyakarta. 

Erlangga,Hlm.338 
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dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikn potensi dan keanekaragaman 

Daerah.
2
 

Pada tahun 2004 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 

1999 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan, ketatanegaraan, 

dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Undang-

Undang No.25 tahun 1999 juga di ganti dengan Undang-Undang No.32 dan 33 

tahun 2004.Ada dua faktor yang mendorong perubahan kedua Undang-undang 

tersebut yaitu: 

Pertama,amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang susunan kedudukan 

MPR, DPR, dan DPD telah mengakibatkan beberapa pasal dalam Undang-

Undang No.22 tahun 1999 tidak relevan lagi, misalnya pengaturan tentang  

pengaturan tentang pengangkatan kepala daerah. Dalam Undang-Undang 

pemilihan presiden,pemilihan presiden dilakukan secara langsung. 

Kedua, Undang-Undang No.22 tahun 1999 direvisi menjadi menjadi Undang-

Undang No.32 tahun 2004,sebetulnya masih jauh sempurna sebagai acuan 

pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia alasanya,Undang-Undang ini lahir 

dalam memenuhi tuntutan  kompromi kaum reformasis. Undang-Undang otonomi 

daerah ini sebetulnya merupakan kompromi dari rezim yang berkuasa untuk 

                                                           
2
Mardiasmo,2002,Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,Yogyakarta : Andi. 

Moleong, Lexy J, 2000,Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.102 
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menyelamatkan dirinya. Pembuatan Undang-undang ini hanya memakan waktu 

tiga bulan-an.
3
 

Kemudian Undang-Undang No.32 tahun 2004 juga direvisi menjadi 

Undang-Undang No.23 tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. 

Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan 

kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah.  

Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-

perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan 

pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang ini 

meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, dan 

DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh 

perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah 

provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri 

atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. 

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan 

pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-

hal sebagai berikut: 

                                                           
3
Indra Bastian,2006,Akuntansi Sektor Publik : Suatu pengantar, Yogyakarta, Erlangga, 

hlm.347-348 
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1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang 

diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi 

daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. 

3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum 

yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan 

kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN. 

Setelah perubahan kedua Undang-Undang No 23 tahun 2014 dengan 

Undang-Undang No 9 tahun 2015 terdapat perubahan, salah satunya yaitu tentang 

pengelolaan barang milik daerah yang di atur dalam Peraturan menteri dalam 

negeri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. 

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan dan anganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan , 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan Dan pengendalian. 

Barang milik daerah juga merupakan aset daerah yang harus dijaga keberadaanya 

karena akan berguna untuk masa yang akan datang apabila dikelola dan 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dan manfaatnya 

juga  dirasakan oleh masyarakat di suatu daerah. 

Begitu juga dengan aset Kabupaten Padang Pariaman yang masih banyak  

berada di Kota Pariaman karena Kota Pariaman ,walaupun  Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera 
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Barat  Pada Pasal 13 secara jelas menyebutkan bahwa untuk kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pariaman , Menteri/ Kepala Lembaga 

Pemerintah Nondepartemen yang terkait , Gubernur Sumatera Barat , Dan bupati 

Padang Pariaman sesuai dengan kewenangannya menginventarisasikan dan 

mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang meliputi salah satunya adalah Barang Milik/kekayaan 

negara /daearah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak 

yang dimiliki, dikuasai , dan /atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman yang berada di dalam wilayah 

Kota Pariaman,  artinya barang atau aset Kabupaten Padang Pariaman seharusnya 

diserahkan kepada Kota Pariaman  namun sampai saat ini belum semua Aset atau 

barang milik Kabupaten tersebut diserahkan kepada Kota Pariaman sehingga aset 

tersebut masih milik Kabupaten Padang Pariaman walapun letaknya berada di 

Kota Pariaman, Dalam hal ini unsur pelaksanaan pengelolaan aset daearah yaitu 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku badan yang berwenang yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan aset Kabupaten Padang Pariaman, 

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan  judul “ PERAN 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH KABUPATEN 

PADANG PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN ASET KABUPATEN 

PADANG PARIAMAN YANG BERADA DI KOTA PARIAMAN ’’ 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah Peran, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset ? 

2. Apakah Kendala-Kendala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset Kabupaten 

Padang Pariaman yang masih berada di Kota Pariaman? 

 

G. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Peran, Tugas  dan Fungsi Badan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan aset  

2. Untuk mengetahui Kendala- Kendala Badan Pengelolaan Keuangan-

Kabupaten Padang Pariaman dalam Pengelolaan asset Kabupaten 

Padang Pariaman yang  masih berada di Kota Pariaman 

H. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukan hasil yang baik, 

sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah 

diterapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis sosiologis, yaitu 

penelitian hukum yang menggunakan  data sekunder sebagai data awalnya, 

yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, 

Meneliti efektifitas Undang-undang  

2. Sumber data  
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:  

 

a. Sumber data primer 

Sumber data yang diperoleh secara langsung dimana penelitian 

dilakukan. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber  data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang ada 

hubungannya dengan permasalahan. 

3. Lokasi Penelitian 

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman. 

4. Alat  Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. 

b. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang dilakukan dengan 

cara terstruktur yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih 

dahulu sebelum melakukan wawancara. Informan yang  saya 

wawancarai adalah Bapak Wirman sebagai Kasubid Pemanfaatan dan 

pemberdayaan aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Padang Pariaman. 

5. Analisis Data 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif yaitu 

mengolah data dengan cara menyusun, menghubungkan dan 
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mengumpulkan data yang satu dengan yang lain dengan dibantu metode 

berfikir secara induktif yaitu suatu pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta 

yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum 


